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ABSTRAK 

 

Ketika bank syariah pertama kali berkembang di Indonesia maupun di 
mancanegara, seringkali dikatakan bank syariah merupakan bank bagi hasil. Hal 
ini untuk membedakan dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga. 
Begitu pun dengan Baitul Ma>l Wat Tamwi>l yang sistem operasionalnya sama 
seperti bank syariah tapi badan hukumnya berbentuk koperasi. Sebagai sebuah 
lembaga keuangan syariah tentunya Baitul Ma>l Wat Tamwi>l memakai sistem bagi 
hasil pada operasionalnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Baitul Ma>l Wat 
Tamwi>l diharapkan mampu menjadi solusi bagi pedagang-pedagang kecil yang 
tercekik oleh tingginya bunga yang dikenakan oleh para rentenir di pasar 
tradisional. Karena sistem bagi hasil didasarkan kepada keuntungan yang 
diperoleh, jadi jumlahnya pun berbeda dari waktu ke waktu tergantung jumlah 
keuntungan yang diperoleh, tidak seperti sistem bunga yang jumlah 
pembayarannya tetapi dari waktu ke waktu. Akan tetapi segala sesuatu yang 
menurut teorinya bagus belum tentu sebagus praktiknya di lapangan. Begitu juga 
dengan praktik bagi hasil pada pembiayaan mudarabah di BMT Mitra Artha 
Syariah (selanjutnya disebut dengan BMT MAS) yang belum sesuai dengan 
kaidah yang berlaku. 

Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang memuat penyerahan 
modal dari pemilik modal (s}ahibul ma>l) dalam hal ini adalah pihak BMT kepada 
anggota pembiayaan (mud}}a>rib) yang dipergunakan dalam suatu usaha. 
Keuntungan yang didapat dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan nisbah 
bagi hasil yang disepakati di antara mereka melalui proses tawar menawar. 
Karena ini adalah sistem bagi hasil dimana setoran pengembalian (setoran bagi 
hasil) dari anggota pembiayaan ke pihak BMT didasarkan pada keuntungan yang 
diperoleh, jadi jumlahnya berbeda setiap waktu tergantung fluktuasi keuntungan 
yang diperoleh anggota pembiayaan. Berbeda dengan sistem bunga dimana 
pembayaran bunga tetap dari waktu ke waktu.  

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan 
(field research) dalam rangka memberikan preskripsi yang tepat pada praktik 
pembiayaan mudarabah di lapangan. Oleh karena itu teknik sampling dilakukan 
dengan observasi langsung dan wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat. 
Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan 
normatif menggunakan norma-norma hukum Islam. 

Dengan langkah-langkah tersebut maka penelitian ini menghasilkan 
kesimpulan bahwa praktik bagi hasil dengan akad pembiayaan mudarabah di 
BMT MAS tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pembayaran bagi hasil 
dari anggota pembiayaan ke pihak BMT tidak didasarkan pada keuntungan yang 
diperoleh anggota pembiayaan pada waktu itu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Baitul Ma>l wa Tamwil (selanjutnya disebut dengan BMT) adalah satu 

Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki perkembangan cukup pesat pada saat 

ini. Secara bahasa Baitul Ma>l berarti rumah uang. Baitul Ma>l pada masa Nabi 

Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mengelola dana 

sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.1 

 Berangkat dari pemahaman bahwasannya BMT merupakan organisasi 

bisnis dan juga berperan sosial, tapi untuk saat ini kebanyakan dari operasional 

BMT hanya pada kegiatan bisnis. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih 

mengembangkan usahanya pada sektor simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha 

perbankan yakni menghimpun dana anggota dan menyalurkannya ke sektor 

ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk badan hukum BMT sendiri ada 

dua, yaitu berbentuk koperasi, baik serba usaha (KSU) atau simpan-pinjam (KSP). 

 Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwasannya dalam menjalankan 

usahanya, BMT menghimpun dana anggota dan menyalurkannya kembali kepada 

anggota dalam bentuk pembiayaan. Ada berbagai macam bentuk pembiayaan, 

namun pada penelitian ini, penulis hanya akan meneliti pembiayaan yang 

berdasarkan atas prinsip kerja sama (partnership). 

                                                             
1 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Pres. 

2004),hlm.21 
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 Untuk saat ini, jumlah BMT di Indonesia diperkirakan sudah lebih dari 3 

ribu. Dampak kehadiran BMT sangat dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil 

yang tersebar di pasar-pasar tradisional. Karena sejak lahirnya konsep ekonomi 

syariah sampai belum munculnya BMT-BMT di Indonesia, manfaat akan 

kemudahan bertransaksi secara ekonomi syariah praktis hanya dirasakan oleh 

kaum-kaum menengah keatas. Karena dari bank-bank syariah sendiri pada 

praktiknya belum bisa menyentuh pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar-

pasar tradisional, karena memang bank-bank beroperasi pada sektor makro bukan 

mikro. Dan bank syariah juga tidak akan mau memberi kredit dengan skala yang 

kecil. Maka demikian, BMT lah yang menjadi solusi bagi pedagang-pedagang 

kecil yang butuh akan modal usaha dengan mekanisme peminjaman yang mudah 

dan sesuai dengan asas-asas syariah. Karena di pasar-pasar tradisional sendiri 

banyak ditemukan rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman lunak dengan 

mekanisme peminjaman yang mudah tapi dengan bunga yang cukup tinggi dan 

pada akhirnya akan menyusahkan pedagang-pedagang kecil itu sendiri. 

 Kemudahan dalam peminjaman modal dan memakai prinsip bagi hasil 

pada keuntungan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan BMT merupakan 

salah satu dampak riil yang dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil akan 

kehadiran BMT. Karena selama ini masalah yang dihadapi oleh kaum menengah 

kebawah tersebut adalah sulitnya untuk mencari pinjaman lunak dan sistem 

ekonomi yang berbasis bunga yang nantinya akan mematikan pedagang-pedagang 

kecil ini. 
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 Penjelasan di atas merupakan kondisi ideal dari lahirnya ribuan-ribuan 

BMT di Indonesia saat ini. Karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang 

sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kelebihan serta manfaat 

kehadiran BMT yang dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil, tapi di sisi lain 

masih ada hal-hal yang menjadi kendala bagi perkembangan BMT dan hal-hal 

yang pada praktiknya belum sesuai dengan konsep yang seharusnya. 

 Salah satu BMT yang sedang berkembang untuk wilayah Yogyakarta saat 

ini adalah BMT Mitra Artha Syriah (selanjutnya disebut BMT MAS). BMT ini 

berbentuk koperasi serba usaha (KSU), karena selain memberikan pinjaman 

modal usaha bagi nasabahnya, BMT ini juga membuka loket untuk pembayaran 

rekening listrik, telpon air dan lain lain. Pinjaman modal dari nasabah ke BMT 

berbentuk pembiayaan, pembiayaan adalah kegaiatan penyedian dana atau modal 

kepada masyarakat. Pada BMT ini ada dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan 

musyarakah dan mudarabah. Tapi pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti pada 

pembiayaan mudarabah2 saja.   

Mudarabah merupakan suatu bentuk kontrak yang mana satu pihak 

berperan sebagai pemilik modal (s}a>h}ibul ma>l) dalam hal ini adalah pihak BMT 

dan menyediakan modalnya 100% untuk dikelola oleh si pelaksana usaha 

(mud}a>rib) dalam hal ini adalah nasabah BMT.3 Mudarabah merupakan salah satu 

ciri khas dari ekonomi Islam, yang lebih mengedepankan hubungan kerjasama di 

                                                             
2 Mud}arabah disebut juga dengan qirad} atau muqarad}ah. Mudharabah adalah istilah yang 

digunakan di Irak, sedangkan istilah qirad} digunakan oleh masyarakat Hijaz. 
 
3 Adiwarman Azwar Karim,  Bank Islam  Analisi Fiqh  dan Keuangan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 208. 



4 
 

antara dua pihak atau lebih serta memakai prinsip bagi hasil dari usaha yang 

dijalankan oleh para pihak tersebut, dalam hal ini BMT dengan nasabah. 

Pada praktik pembiayaan mudarabah  di BMT MAS ini, ada beberapa hal-

hal yang terjadi yang tidak sesuai konsep mudarabah yang sebagaimana mestinya. 

Salah satu contoh adalah pada penentuan nisbah bagi hasil antara anggota 

pembiayaan dengan pihak BMT, menurut teori yang ada tentang mudarabah 

penentuan nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah bihak 

yang akan melakukan akad mudarabah. Artinya di sini ada sebuah negosiasi 

antara kedua belah pihak untuk menetapkan nisbah bagi hasilnya. Tapi pada 

praktiknya di BMT ini, pihak BMT tidak menegosiasikan dengan nasabah tentang 

nisbah bagi hasilnya, akan tetapi nisbah bagi hasil dari pihak BMT sudah baku 

seperti 60:40, 70:30 dan lain sebagainya. 

Kemudian dalam akad pembiayaan mudarabah antara BMT MAS dengan 

anggota pembiayaan disebutkan adanya jangka waktu pembiayaan, misalnya 6 

bulan, 12 bulan dan seterusnya.  Padahal dalam akad mudarabah tidak boleh berisi 

syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini 

dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut kalangan Mazhab 

Maliki dan Syafi’i.4 

Seperti yang kita ketahui bahwasannya mudarabah merupakan kontrak 

kerjasama antara investor dengan pengusaha. Investor dalam hal ini sebagai 

pemilik modal (s}ahibul ma>l) sedangkan pengusaha sebagai pengelola modal 

(mud}a>rib), merupakan suatu pola kerjasama bisnis yang bagus. Investor tugasnya 

                                                             
4
 Abdulla Saeed, Menyoal Bank Syariah, alih bahasa : Arif Maftuhin  (Jakarta : 

Paramadina, 2004), hlm. 80. 



5 
 

hanya mengawasi kemana saja modalnya dikelola oleh pengusaha dan si 

pengusaha harus mengelola dana yang telah diberikan oleh investor berdasarkan 

aturan-aturan yang tertuang dalam kontrak atau akad. Pembagian keuntungan dari 

usaha yang dijalankan oleh si pengusaha berdasarkan nisbah bagi hasilnya 

sedangkan resiko kerugian dibebankan kepada investor secara finansial dan 

kepada pengusaha atas jerih payahnya selama menjalankan usaha. 

Investor memang harus mengawasi pengusaha seperti melihat langsung ke 

lapangan dan si pengusaha harus memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha 

yang dijalankan. Dengan hal ini, maka resiko kerugian mungkin bisa 

diminimalisir serta hasil usaha dari pengusaha tadi jelas apakah untung atau rugi 

karena memang berada di bawah pantauan investor dan laporan keuangannya pun 

jelas.  

Tapi pada kenyataannya di BMT ini, setelah anggota pembiayaan 

mendapatkan modal dari pihak BMT, anggota pembiayaan akan menyetor bagi 

hasilnya per hari berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT, akan 

tetapi peran BMT yang seharusnya mengawasi usaha anggota pembiayaan kurang 

tampak. Begitupun dengan anggota pembiayaan yang tidak memiliki laporan 

keuangan yang jelas bagaimana keadaan usaha yang ia jalani apakah rugi atau 

berlaba. Maka implikasi dari hal ini adalah si nasabah tetap membayar bagi hasil 

dengan jumlah yang sama sebagaimana dengan nisbah bagi hasil yang telah 

ditetapkan. Padahal dalam konsep mudarabah, bagi hasil didasarkan atas 

keuntungan yang diperoleh begitupun dengan kerugian. Jadi bisa dikatakan 

bahwasannya bagi hasil atau bagi kerugian antara BMT MAS dengan anggota 
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pembiayaannya tidak didasarkan atas keuntungan atau kerugian yang didapat oleh 

nasabah. Karena memang seharusnya besar-kecilnya jumlah bagi nominal bagi 

hasil tergantung pada fluktuasi keuntungan yang diperoleh oleh si nasabah. Hal 

tersebut disebabkan oleh tidak adanya pengawasan langsung dari BMT terhadap 

usaha yang dijalankan oleh nasabah, dan juga si nasabah juga tidak memiliki 

perhitungan laporan keuangan yang jelas apakah usahanya rugi atau untung.  

Bisa saja hal ini bisa dikaitkan dengan garar, karena memang tidak ada 

kejelasan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah ataupun bagi 

kerugian dari kerugian yang didapatkan. Bagi hasil yang disetorkan nasabah ke 

BMT MAS per hari jumlahnya sama dan tidak didasari atas fluktuasi keuntungan 

yang diperoleh oleh nasabah itu sendiri, karena sesuatu yang di dalamnya terdapat 

unsur garar diharamkan dalam Islam. Hal ini juga berimplikasi pada citra lembaga 

keuangan syariah atau khususnya BMT itu sendiri. 

Mencermati paparan di atas, hal inilah yang mendorong penyusun untuk 

meneliti lebih lanjutnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi. Karena 

sangat disayangkan apabila dengan pertumbuhan pesat lembaga keuangan Syariah 

saat ini, justru dalam praktiknya masih belum memenuhi ketentua-ketentuan yang 

ada menurut syarak. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah :  
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1. Bagaimana praktik akad pembiayaan mudarabah yang dilaksanakan di 

BMT Mitra Artha Syariah? 

2. Bagaimana praktik bagi hasil dengan pembiayaan mudarabah di BMT 

Mitra Artha Syariah pada tahun 2011 menurut hukum Islam? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik akad pembiayaan 

mudarabah di BMT MAS. 

b. Untuk menjelaskan apakah praktik bagi hasil pada pembiayaan 

mudarabah di BMT MAS sudah sesuai dengan hukum islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis, memberikan sumbangsih peneliti kepada 

khasanah keilmuan islam dalam masalah praktik pagi hasil pada 

praktik pembiayaan mudarabah di BMT MAS. 

b. Secara praktis, memberikan masukan kapada pihak-pihak yang 

terlibat dalam pembiayaan mudarabah supaya melaksanakan 

praktik bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. 

 

D.  Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dilakukan untuk melihat hasil penelitian terdahulu yang 

mempunyai kesamaan dalam topik pembahasan. Setelah penyusun melakukan 

telaah pustaka ada beberapa beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang 
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mengkaji tentang topik yang sama dengan penelitian yang penyusun teliti 

sekarang ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya mempunyai kesamaan 

pada topik saja yaitu pada pembiayaan mudarabah.  

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama 

yaitu: 

Skripsi yang ditulis oleh Subroto pada tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah 

Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”5 ,yang membahas tentang masalah-

masalah yang dihadapi pihak BMT dalam pembiayaan mudarabah.  

Begitu juga skripsi yang ditulis oleh Sutardi tahun 2005 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudarabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. 

Gedongkuning (Studi Kasus Bulan Januari-Desember 2004)”6, yang membahas 

tentang bagi hasil yang diterima oleh pihak BMT dari besar dari bunga di bank 

konvensional. Sutardi membandingkan bila si nasabah meminjam modal dengan 

jumlah yang sama di BMT dan di bank konvensional, nominal bagi hasil yang 

didapatkan oleh pihak BMT lebih besar daripada nominal bunga yang didapatakan 

oleh bank konvensional. 

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Siti Halimah tahun 2005 yang berjudul  

“Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Mudarabah Pada BMT Surya Parama Arta 

                                                             
5
 Subroto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil 

Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, Skripsi Sarjana S1 Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 

 
6
 Sutardi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudharabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. 

Gedongkuning (Studi Kasus Bulan Januari-Desember 2004), Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta” 7 tidak membahas bagi 

hasil secara khusus tapi lebih menitikberatkan kepada jaminan dalam pembiayaan 

mudarabah. Secara konsep fikih muamalat tidak ada jaminan pada pembiayaan 

mudarabah, tapi dalam praktiknya nasabah justru bertindak wanprestasi. Maka 

itulah pihak BMT menerapakan jaminan pada pembiayaan mudarabahnya.  

Berdasarkan telaah penyusun terhadap karya-karya ilmiah di atas belum 

ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penyusun teliti saat ini, 

yaitu penelitian di BMT Mitra Artha Syariah yang difokuskan pada praktik bagi 

hasil yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum Islam. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Secara teoritis tidak ada yang membantah bahwa konsep ekonomi adalah 

bagus. Namun, sesuatu yang secara teoritis bagus  tidak selalu berbanding lurus 

pada praktiknya. Keadaan di lapangan kadang harus membuat konsep yang sudah 

ideal harus berkompromi dengan realitas yang ada. Hal ini juga berimplikasi pada 

image lembaga-lembaga keuangan syariah, karena pada praktiknya ada beberapa 

yang menyimpang dari teori yang seharusnya. Tidak sedikit dari kalangan awam 

yang menilai bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini tidak ada 

bedanya dengan lembaga-lembaga konvensional yang sudah lama berkembang. 

Pendapat golongan ini bisa saja diterima karena hanya menilainya dari luar saja. 

Mengenai pengertian mudarabah, di antara ulama fiqih terjadi perbedaan 

pendapat salah satunya adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada 
                                                             

7
 Siti Halimah, Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Mudharabah Pada BMT Surya 

Parama Arta Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, Skripsi Sarjana S1 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara 

keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Apabila terjadi kerugian, hal 

itu ditanggung oleh pemilik modal.8 Kerugian pengusaha hanyalah dari jerih 

payahnya selama bekerja yang tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa jika rugi. 

Pembahasan tentang mudarabah masuk dalam kategori hukum muamalat. 

Adapun secara prinsipnya hukum muamalat adalah sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Hadis. 

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur- 

unsur paksaan. 

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindari mudarat dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari  

unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan.9 

Kebolehan melakukan muamalat juga dinyatakan dalam al-Qur’an: 

10....�� ���ح ان �����ا ��
 �� ر	������ ��  

Perdebatan antara bunga dan riba yang terjadi sampai saat ini semakin 

memperkuat adanya anggapan tentang identifikasi riba dan bunga terutama bunga 

                                                             
8
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006), hlm. 207. 
. 
9 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogayakarta:UII Press.2000), 

hlm.11-12. 
 
10 Al-Baqarah (2):198. 
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pada modal pinjaman. Sebagian ada yang menganggap bahwa bunga pinjaman 

identik dengan riba karena di dalam bunga pinjaman tersebut terdapat unsur-unsur 

yang terdapat dalam riba yaitu: 

1. Berasal dari kelebihan pokok pinjaman 

2. Jumlah kelebihan disyaratkan terlebih dahulu sebelum transaksi selesai 

dilakukan. 

3. Kelebihan tersebut diperhitungkan sesuai dengan panjang pendeknya 

jangka waktu perjanjian.11 

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam 

memperkenalkan prinsip- prinsip muamalah yang diformulasikan dalam suatu 

lembaga keuangan Islam atau bank syari’ah. Bank syari’ah yang pertama lahir 

sebagai solusi atas problematika yang dihadapi umat Islam atas permasalahan 

bunga bank atau riba. Dengan demikian keinginan umat Islam Indonesia yang 

ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat dengan lahirnya bank 

syari’ah.12 

Bank syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada perangkat bunga. Bank syari’ah menerapkan sistem bagi hasil terhadap 

simpanan maupun pembiayaan, investasi dan modal kerja. 

Perbedaan antara bunga dan sistem bagi hasil dapat dilihat pada yabel 

berikut ini: 

 

                                                             
11 Moh. Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan, (Jakarta: Grafindo 

Persada,1996), hlm. 94. 
 
12 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, ( Yogyakarta:UII 

Press, 2000) hlm. 163. 
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Tabel 1.1 

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 

No. Bunga Bagi Hasil 

1. Penentuan nominal bunga dibuat 
pada waktu akad dengan asumsi 
selalu untung 

Penentuan besarnya nisbah bagi hasil 
dibuat pada waktu akad dengan 
berpedoman 

2. Nilai prosentase didasarkan pada 
jumlah nominal modal yang 
dipinjamkan. 

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 
pada jumlah keuntungan yang 
diperoleh 

3.  Pembayaran bunga secara flat 
(tetap) seperti yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan unutng rugi dari 
proyek yang dijalankan 

Bagi hasil bergantung pada 
keuntungan proyek yang dijalankan. 
Jika rugi kerugian akan dibagi 
bersama oleh kedua pihak yang 
bersangkutan 

4. Jumlah pembayaran bunga tidak 
meningkat sekalipun jumlah 
keuntungan berlipat ganda 

Jumlah pembagian laba meningkat 
sesuai dengan peningkatan jumlah 
pendapatan 

5.  Eksistensi bunga diragukan oleh 
semua agama termasuk Islam 

Tidak ada yang meragukan 
keabsahan bagi hasil 

 

Kerjasama (partnership) merupakan karakter atau ciri khas dari ekonomi 

Islam yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan pendistribusian pendapatan 

sehingga mampu memeratakan kesejahteraan sosial dan membangun 

kebersamaan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi oleh pihak-pihak yang 

terlibat dalam kepentingan bisnis ini. Begitu juga dengan usaha yang berbasis 

kemitraan. Hal ini dilakukan karena pengeluaran dan pendapatan yang masuk ke 

dalam akun-akun usaha bukan untuk kepentingan pribadi namun untuk 

kepentingan usaha kemitraan tersebut.13 Selain itu, transparansi juga sangat 

berpengaruh terhadap pembagian hasil pendapatan secara proporsional antara 

s}ahibul ma>l dan mud}a>rib. Karena keuntungan yang dibagi harus keuntungan yang 

                                                             
13 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil, (Yogyakarta:UII Press, 2001), hlm. 1. 
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bersih dari hasil usaha penyertaan kedua pihak.14 Tidak ada pembagian hasil 

sampai semua kerugian telah ditutup dan modal s}ahibul ma>l  telah dibayar 

kembali. 

Mudarabah pada dasarnya adalah kerjasama untuk mencapai keuntungan 

dengan komponen dasar penggabungan kerja dan modal. Dalam kasus yang usaha 

mud}a>rib tidak menghasilkan laba sama sekali, resiko s}ahibul ma>l adalah 

kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sementara resiko mud}a>rib adalah 

tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya. 

Mudarabah harus menetapkan nisbah bagi hasil bagi masing-masing pihak 

yang berupa rasio (nisbah) bukan jumlah tertentu. Dalam sistem bagi hasil ini, 

pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus melakukan transparansi dan kemitraan 

secara baik dan ideal.  

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing 

pihak yang berakad. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar 

antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, 

bisa 50:50 (dibaca 50 berbanding 50), 60:40, 70:30 dan seterusnya. Namun para 

ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0(dibaca 100 berbanding nol) tidak 

diperbolehkan.15 

Dengan kaidah-kaidah yang telah dikemukakan di atas, penyusun akan 

mengupas permasalahan- permasalahan pada sistem bagi hasil pembiayaan 

                                                             
14 M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, alih 

bahasa: Fakhriyah Mumtihani, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996),  hlm.13. 
 
15 Ibid., hlm.206-209. 
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mudarabah di BMT MAS. Sehingga nantinya ada kejelasan dari kekeliruan yang 

selama ini dilakukan. 

 

F.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara 

sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses 

berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu 

penlitian.16 

Dengan demikian, dalam penulisan ini juga digunakan metode tertentu 

yang sesuai dengan pokok masalah dengan pokok masalah yang dibahas serta 

agar dapat menghasilkan data-data yang bias dibuktikan kebenarannya. Adapun 

metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research), data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan 

pelaksanaan objek penelitian di BMT MAS. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah perspektif, hal ini dilakukan dalam rangka 

menganalisis praktik pembiayaan mudarabah dari sisi  akad praktik bagi hasilnya 

yang kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang hukum Islam. 

3. Pendekatan Masalah 

                                                             
16 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 2001), hlm. 3. 
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Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif. Pendekatan 

normatif adalah pendekatan dengan cara meneliti korelasi yuridis antara norma-

norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang objek penelitian 

dengan kaidah fikih yang berlaku. 

4. Sumber Data 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di BMT MAS 

baik itu pihak pengelola, karyawan ataupun nasabah dari BMT 

tersebut. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 

baik berupa literatur, surat akad dan sumber pendukung lainnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pengumpulan data 

akan dilakukan dengan cara: 

a. Interview, yaitu percakapan dengan maksud tertentu17.  Dalam 

hal ini responden berasal dari pihak pengelola BMT MAS dan 

anggota pembiayaan mudarabah. 

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen. Dalam hal ini adalah dokumentasi 

perjanjian akad pembiayaan mudarabah di BMT Mitra Artha 

Syariah. 

                                                             
17  Lexy, J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, (Bandung: Raja 

Resdakarya. 2007), hlm. 174. 
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c. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan 

permasalahan yang penyusun teliti. 

6. Populasi dan Sample 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya diduga.18 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anggota BMT Mitra Artha 

Syariah yang melakukan pembiayaan mudarabah.  Dan yang menjadi sample 

adalah beberapa orang saja dari pihak-pihak yang melakukan akad pembiayaan 

mudarabah tersebut,seperti Manajer dan anggota pembiayaan mudarabah. 

7. Analisis Data 

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari lapangan, penyusun bertitik 

tolak pada kerangka berfikir deduktif, yaitu berangkat dari norma yang ada yaitu 

pada teori mudarabah,kemudian melihat dan menilai apakah praktik akad 

mudarabah yang ada di BMT MAS telah sesuai dengan teori-teori akad 

mudarabah 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberi gambaran secara umum dan mempermudah dalam 

pembahasan agar sistematis, maka penyusun akan menyusun sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                             
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung:CV. Alfabeta. 2003), hlm.74 
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Selanjutnya pada bab kedua menjelaskan secara umum pembiayaan 

mudarabah. Mulai dari pengertian mudarabah, dasar hukumnya, dan kaidah-

kaidah yang berhubungan dengan mudarabah, dan juga menjelaskan bagi hasil 

secara teori. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan terlebih dahulu topik 

pembicaraan agar pada pembahasan lebih lanjut bisa dipahami. 

Pada bab ketiga membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang 

meliputi praktik mudarabah di BMT Mitra Artha Syariah. Praktik mudarabah di 

BMT Mitra Artha Syariah nantinya juga meliputi praktik bagi hasilnya. 

Kemudian pada bab keempat berisi tentang analisis berdasarkan hukum 

Islam terhadap praktik mudarabah secara umum, dan praktik bagi hasilnya secara 

khusus. Penyusun menggunakan metode komparatif untuk menganalisa maslah 

ini. Tentunya dengan membandingkan praktik yang dilakukan pihak BMT Mitra 

Artha Syariah dengan teori yang ada. Kemudian penyusun juga akan membahas 

tentang faktor-faktor yang menyebabkan mengapa permasalahan ini bisa terjadi. 

Pada bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-

saran. Pada bab terakhir ini juga berisi jawaban atas permasalahan pada bab 

pertama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis tentang praktik 

akad pembiayaan mudarabah di BMT MAS terutama yang berkaitan dengan 

pelaksanaan akad serta praktik bagi hasilnya maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Bahwa praktik akad pembiayaan mudarabah di BMT MAS dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Calon anggota pembiayaan harus memenuhi syarat yang ditetapkan 

oleh pihak BMT MAS serta melalui beberapa prosedur terlebih dahulu. 

b. Kemudian anggota pembiayaan melewati proses pembentukan akad 

yang mana hal tersebut termasuk kepada pengajuan permohonan 

pembiayaan, penentun nisbah, dan survei lapangan oleh pihak BMT. 

c. Yang terakhir adalah pembentukan akad itu sendiri, yang mana kedua 

belah pihak menandatangani surat akad. 

2. Adapun mengenai praktik bagi hasil di BMT MAS tidak sesuai dengan 

hukum Islam, karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah 

bagi hasil yang sebagaimana mestinya.  

a. Pada penetuan nisbah bagi hasil tidak adanya tawar menawar antara 

pihak BMT MAS dengan anggota pembiayaan mengenai besaran 

nisbah bagi hasil, karena nisbah bagi hasil sudah ada nilai bakunya dari 

pihak BMT MAS,yaitu sesuai dengan jumlah pembiayaan yang 

diinginkan. Hal tersebut melanggar asas-asas akad yaitu kebebasan 
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dalam berakad. Kebebasan di sini maksudnya kebebasan 

menyampaikan kehendak anggota pembiyaan mudarabah dalam 

menentukan besaran nisbah bagi hasilnya. Maka praktik akad 

pembiayaan mudarabah batal secara hukum Islam. 

b. Bagi hasil seharusnya didasarkan kepada keuntungan yang diperoleh 

anggota pembiayaan dan besaran bagi hasilnya pun selalu berubah-

ubah setiap waktu tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh 

anggota pembiayaan. Tapi pada praktiknya jumlah bagi hasil yang di 

bagi antara kedua pihak tidak didasarkan kepada keuntungan yang 

diperoleh oleh anggota pembiayaan dan tetap sama jumlahnya dari 

waktu ke waktu, walaupun terjadi fluktuasi keuntungan yang diperoleh 

oleh anggota pembiayaan bahkan bisa saja terjadi kerugian. Maka 

praktik bagi hasil pembiayaan mudarabah di BMT MAS juga batal 

secara hukum Islam. 

 

B. Saran-saran 

1. Setiap anggota pembiayaan seharusnya memiliki laporan keuangan yang 

akuntabilitas sehingga jumlah keuntungan atau kerugian dari usahanya 

pun jelas. 

2. Peran BMT MAS sebagai mitra bisnis lebih ditingkatkan lagi dalam hal 

mengawasi dan membina para anggota pembiayaannya agar lebih 

optimal dalam usahanya. 
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LAMPIRAN 



 

I 
 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MANAJER BMT MITRA 
ARTHA SYARI’AH 

 

1. Bagaimana struktur kepengurusan BMT Mitra Artha Syariah? 

2. Apa saja produk-produk BMT Mitra Artha Syariah? 

3. Bagaimana prosedur untuk bisa menjadi anggota pembiayaan mudarabah di BMT 

Mitra Artha Syariah? 

4. Berapakah jumlah anggota yang mengambil pembiayaan mudarabah di BMT Mitra 

Artha Syariah? 

5. Bagaimana proses akad pembiayaan akad mudarabah? 

6. Apakah ada studi kelayakan bagi calon anggota pembiayaan mudarabah? 

7. Berapa jangka waktu untuk pembiayaan mudarabah? 

8. Bagaimana cara BMT Mitra Artha Syariah menetukan nisbah bagi hasil dengan 

anggota pembiayaan? 

9. Bagaimana mekanisme setoran bagi hasil pembiayaan mudarabah(per bulan, per 

minggu)? 

10. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh BMT Mitra Artha Syariah terhadap 

usaha yang dilakukan oleh anggota pembiayaan mudarabah? 

11. Apakah ada laporan keuangan dari anggota pembiayaan mudarabah terkait dengan 

kondisi keuangan usahanya? 

12. Apa yang dilakukan BMT Mitra Artha Syariah ketika anggoota pembiayaan bagi hasil 

mengalami kerugian? 

 

 

 



 

II 
 

Jawaban 

Responden 1 

1. Ketua, sekretaris dan bendahara 

2. Penghimpunan Dana : simpanan wadi’ah, simpanan berjangka dan simpanan 

pendidikan 

Pembiayaan : pembiayaan musyarakah,pembiayaan mudarabah, dan pembiayaan 

murabahah 

3. Mendafatar dengan Rp. 21.000,00 untuk menjadi calon anggota. Untuk menjadi 

anggota harus membayar simapanan pokok Rp. 1.000.000,00. Kemudian mengisi 

formulir permohonan dengan KTP yang berdomosili di Kota Yogayakarta dan 

Kabupaten Sleman 

4. Sekitar 10-15 anggota 

5. Pertama menentukan nisbah, survei, rapat komite dan akad 

 



 

II 
 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ANGGOTA BMT MITRA 
ARTHA SYARIAH 

 

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan bagi hasil di BMT Mitra Artha Syari’ah? 

2. Apa jaminan yang dipakai? Berapa jangka waktunya? 

3. Bagaimanakah cara penentuan nisbah bagi hasil antara pihak BMT MAS dengan 

anggota pembiayaan? 

4. Pernahkan petugas BMT MAS mengawasi usaha yang Bapak/Ibu jalankan? 

5. Dari usaha yang Bapak/Ibu jalankan, apakah pernah mengalami kerugian? 

6. Lalu bagaimana tanggapan dari BMT MAS 

7. Apakah Bapak/Ibu punya laporan keuangan tentang usaha yang Bapak/Ibu jalankan? 

8. Manfaat apa yang Bapak/Ibu dengan mengambil pembiayaan mudarabah di BMT 

MAS? 

 

 

  



 

III 
 

 

Jawaban 

Responden 1 

1. Iya 

2. BPKB 

3. Jumlah bagi hasil sudah dari BMT 

4. Sesekali 

5. Pasang surut tergantung harga kulakan 

6. Kalau pas lagi rugi saya tidak memberikan bagi hasil 

7. Laporan sederhana atau buku catatan kecil 

8. Lebih mudah mendapatkan pembiayaan karena syarat mudah 

Responden 2 



 

III 
 

 LAMPIRAN TERJEMAHAN 

No Halaman Nomor 
Footnote 

Terjemahan 

1 10 10 Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. 

2 18 1 Perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syarak, 
yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. 

3 20 4 Wahai orang-orang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian-
perjanjian). 

4 20 5 Dan penuhilah janji,sesungguhnya janji itu  akan dimintakan 
pertanggungjawabannya. 

5 28 19 Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah. 

6 28 20 Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. 

7 28 21 Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang 
ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang 
lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk 
keluraga bukan untuk diperjualbelikan. 

8 69 14 Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh 
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